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KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAhI TERPADU SATU PINTU
PROVINSI I.IUSA TENGGAP.A TIMUR

NOMOR : 421.5/83/DPMPTSP.4.3\ADA27

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) KAREKA NDUKU
DI KABUPATEN SUMBA BARAT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAT.I PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka ur{uk mendekatkarr dan meningkatkan pelayanan pendidikan

kepada masyarakat Kabupaton Surnba Barat, rtnaka perlu menetapkan lzin
Operasiorral Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menerrgah Atas (SMA);

b. bahwa permohonan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Yayasan Tunas Timur
Kabupaten Sumba Bamt Daya dari aspek administrasi dan teknis, telah memenuhi
persyaratan untuk diberikan lzin Operasional Penyelenggaraan Satlran Pendidikan
Sekolah Menengah F.tas (SMA);

c. bahwa berdasarkan pertimbarrgan sebagaimana dimaksud dalam hr.rruf a dan h
diatas, perlu menetapkan l(eputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpaclu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang lzirr

Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengalr Atas ($MA)
Kareka Nduku Kabupaten Sumba Barat;

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun '1958 tentang Pembentukan Daerah-claerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lernbaran Negara
Republik lndonesia Iahun 1958 Nomor 115, Tarnbatran Lenrbaran Negara
Republik lndonesia Nomor 1M9);

2. Undang-Undang Nornor 20 Tahr.rn 2003 terrtang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik lncJorresia Tahun 2003 Nomor 78, Tarhtrahan
Leinbaran l{egara Republik lndonesia lrlornor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2014 f{omcr 244,T'anrbahan l-embaran I'legara
Republik lndonesia Nomclr 55t37) sebagairnana telah diubah lreherapa kaliterakhir
derrgan Unclang-Undang Nornor I 1-ahrrn 2015 tentang pe:'uL)ahan l<edua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentarrg Pemerirttah Daerah (Lembaran
Negara Reputilik lndonesia Tahurr 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik
lndonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nonror 17 Tahun 2010 tentang pengelolaarr dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 20i0 Nomor 23,
Tarnbahan Lemlraran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diuhah dengan

Feraturan Pemerintah No$or 66'lahun 2010 tentang Poruba]ran Atas Peraturan
Pemerintah Nomor'1i J'ahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Tarhun 2010 Nomor 112, Tambalran Lernbararr
Negara Nomor 5157);

5. Peraturarr Pemerintah Nomor 13 l-ahun 2015 tentang perubalrarr Kedua atas

Peraturan Pernerintah Nornor 19 'lahun 2005 tentang Standar Nasional
Pencliclikan (Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5670);

6- Peraluran Pemerintah Nonror' 15 Jahun 2O15 tentang Wajib $elaiar (l-emtraran

Negara Repubik lndonesia Tahun 2008 Nomor 90);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Ncmor I -lalrun 2007 tentang $tandar
Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikarr Dasar dan Menengah;

B. Peraturan Menteri Perrdidikarr clan t(ebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang
Badan Akreditasi Sekolah;
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Menteri Pondidikan dan Kebudayaan Republik lndonesia di Jakarla;
Gubemur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporarr:
Wstil Gubcmur Nusa Tenggara Timur d, Xupang (sebegsi leporan);
Seketaris baereh Provinsi Nusa Tenggera Timur di Kupang (sebaoai laporan);
Bupati Sumba Barat di Walkabubak;
Oitlktur Jondoral Pendidikan Daser den Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaen Republik lndonesia di
Jakanai
OireKur Pembinaan SMA Kemenbrian P€ndidikan dan Kebudsyaan Repubtik tndonesia diJakarta;
Kopala Dnas Pendidikan dan Kebudayaan Provirsi Nuse Tonggars Timur di Xupsno;
KGpala Dinas Penanamen Modal dan PTSP Kabupaten Sumba Barat di Walkabubat;
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumba Baret .li Walkabubak;
Koordinator pengavyas SMA,/SMIVPLB Kabupaten Sumba Earat di Walkabubak.

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 36 Tahun 20.14 tentang
Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah;

10. Surat Mendiknas No. 14/NPN/Hi(2007 tanggal 24 Janua 2007 tentang prioritas
Pendirian lzin Sekolah Menengah;

11. Peratwan Gubernur NUsa Tenggara Timur Nomor 37 Tahun 2021 fanggal 25 Juni
2021 Tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani perizinan dan Non
Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Tirnur;

12. Peraturan Gubemur Nusa -lenggara Timur Nomor 41 Tahun 2021 Tanggal 7 Juli
2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Korfrrmasi Status Vr/ajib Pajak Dalam
Pemberian Layanan Publik Tertentu:

1. Surat Permohonan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat yayasan Tunas Timur
Kabupaten Sumb'a' Barat Daya Nomor : 12l}pp-yTt- xl2o22 TanOgal 10
September 2022 tentang Permohonan ljin Pendirian;

2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan den Kebudayean provinsi Nusa Tenggare
Timur Nomor : 848/6555/PK 2.3l2O22. Tanggat 20 Oktober 2022.

MEMUTUSKAN

Memberikan lzin Operasional Perryelenggaraan Satuan pendidikan Sekolah Menengah
Atas (SMA) Kareka Nduku Kabupaten Sumba Barat. terletak di Desa Kareka Nduku
Kecamatan Tana Rigihu Kabupaten Sumba Barat dengan Jurusan lllnu pongetahuan
So3ial (lPS), llmu Pengetahuan Alam (lPA) dan Bahasa;
lzin Operasional ini dikeluarkarl sebagai pedoman untuk dilakukan proses penerimaair .

Peserta Didik Baru (PDB);
lzin Operasional ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung mutai tanggat 21 Oktobet 2OU.
sampai dengan tanggal 20 Okrober 2027, setetah itu diusulkan untuk diperpanjang;
Sekolah Menengah Atas (SMA) Kareka Nduku Kabupaten Sumba tlarat berkewa,iban
memenuhi 8 (delapan) Standar Nastonal Pendidikan dan memenuhi berbagai
ketentuan yang berlaku
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akai: ditjn.lau
kembali apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya


